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ABSTRACT 

Land Deed Maker Official is a public official whose job is to make an authentic. The purpose 

of this study is to find out: 1) What is the responsibility of PPAT Indra Jaya in buying and 

selling land and its legal consequences. The conclusions obtained from the research are: 1) 

PPAT's responsibility is to help deliver the transfer of names from the seller to the buyer at the 

Land Office. Although an agreement regarding the price and condition of the land being sold 

and purchased has been agreed which indicates that the sale and purchase has taken place, the 

transfer of land as immovable property through the submission of. 

Keywords: Responsibility, Land Deed Making Officer, Land sale and purchase 

 

 

I.   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

     Dalam Suatu Transaksi jual beli tanah 

di Kota Padang, banyak masalah 

terkadang yang timbul dikarenakan 

transaksi jua beli tanah tersebut tidak 

melibatkan seluruh anggota kaum yang 

ada, jika penjualnya adalah kaum dimana 

MKW (mamak kepala waris) yang di 

tuakan dalam kaum tersebut. Salah satu 

transaksi jual beli di nyatakan batal jika 

surat persetujuan kaum waktu transaksi 

jual beli di kantor PPAT tidak di 

lampirkan dan anggota kaum berhak 

menuntut secara hukum untuk 

membatalkan transaksi jual beli tanah 

tersebut
1
. Pada transaksi jual beli tanah 

menggunakan cek atau bilyet giro 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) pembayaran dilakukan dihadapan 

PPAT selanjutnya penandatanganan akta 

jual beli dilakukan setelah penjual 

mencairkan cek atau bilyet giro yang 

diterimanya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tanggung jawab PPAT 

Indra  Jaya dalam Jual beli tanah dan 

akibat hukumnya? 

2. Apa hambatan PPAT Indra Jaya dalam 

transksi jual beli tanah pembayaran 

menggunakan cek atau giro yang tidak 

tunai? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menngetahui dan menganalisa 

Tanggung Jawab PPAT Indra Jaya 

dalam jual beli hak atas tanah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa 

hambatan PPAT Indra Jaya dalam 

transaksi jual bei tanah pembayaran 

menggunakan cek atau bilyet giro. 

II.  METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian 

yuridis sosiologi yaitu pendekatan 

denganmelhat suatu kenyataan hukum 

di dalam masyarakat. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan yaitu  

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari   

sumbernya, data primer diperoleh 
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melalui wawancara dengan PPAT 

Indra Jaya,S.H. 

b. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dengan 

melakukan kajian kepustakaan 

berupa buku- buku, jurnal hukum 

dan peraturan Perundang- 

undangan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara merupakan proses tanaya 

jawab secara lisan antara dua orang 

atau lebih. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian     

dianalisis dengan menggunakan 

metode kualitatif.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

      A. Tanggung Jawab PPAT Indra Jaya 

dalam Jual Beli Tanah di Kota 

Padang 

Tanggung Jawab PPAT Indra 

jaya selaku PPAT Kota Padang dalam 

jual beli tanah yaitu PPAT Indra Jaya 

membantu proses balik nama dari 

pihak penjual kepada pembeli di 

Kantor Pertanahan. Jika PPAT 

melanggar hukum, maka PPAT 

mendapatkan saksi yaitu: saksi 

administratif, saksi pidana maupun 

saksi perdata oleh yang dirugikan. 

B. Hambatan PPAT Indra Jaya dalam 

Transaksi Jual Beli Tanah 

Pembayaran Menggunakan Cek 

atau Bilyet Giro yang tidak tunai. 

 Hambatan-hambatan yang dihadapi 

PPAT dalam transaksi jual beli tanah 

menggunakan pembayaran cek atau 

bilyet giro sebagai alat pembayaran 

mempunyai waktu tertentu dan jatuh 

tempo dalam pembayaran sehingga 

pembayaran harga tanah tidak dapat 

dilakukannya pembuatan akta jual              

beli. Walaupun kesepakatan mengenai 

harga dan kondisi tanah yang di jual 

belikan telah disepakati yang 

menandakan jual beli tanah telah 

terjadi namun penyerahan tanah 

sebagai benda tidak bergerak melalui 

penyeraha sertifikat dan akta jual beli 

tidak dapat segaradilakukan sebelum 

dilunasi harga tanah
2
. Untuk 

mengatasinya dilakukan penempatan 

sementara sertifikat dan akta jual 

belinya hingga dilunasi pembayaran 

harga tanah yang telah di sepakati.  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

      A. Kesimpulan 

           1. Tanggung Jawab PPAT adalah 

membantu mengantarkan proses 

balik nama dari pihak penjual ke 

pihak pembeli di Kantor 

Pertanahan 

 2. Hambatan yang dihadapi PPAT 

dalam menyetujui akta jual beli 

tanah dengan menggunakan cek 

atau bilyet giro sebagai alat 

pembayaran dengan tanggal waktu 

jatuh tempo pembayaran sampai 

dengan pembayaran harga tanah 

jika tidak melunasi maka, tidak 

dapat segaradi tentukan pada saat 

penandatanganan.  

       B. Saran 

 1. PPAT harus lebih hati-hati lagi 

dalam memeriksa legalitas para 

pihak supaya tidak ada data yang di 

palsukan. 

             2. PPAT juga harus lebih teliti jika 

melakukan transaksi jual beli tanah 

menggunakan pembayaran cek atau 

bilyet giro dan PPAT harus buat 

perjanjian kapan akan di lunasi 

dalam transaksi jual beli tanah 

menggunakan cek atau bilyet giro. 

DAFTAR PUSTAKA 

Peraturan Perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang PendaftaranTanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan JabatanPejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

 

 

                                                             
2
 Wawancara Notaris atau PPAT Indra 

Jaya Tanggal 10 Januari 2022 



Buku-Buku 

Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas 

Tanah.Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Sumber Lain 

Addien Iftitah, Kewenangan pejabat pembuat 

akta tanah (PPAT) dalam membuat akta 

jual beli tanah beserta akibat hukumnya, 

Jurnal Hukum Agraria Lex Privatum, 

Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014. 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Penulis mengucapkan terima 

kasihkepada Bapak Zarfinal, S.H., M.H. 

Selaku pembimbing penulis yang sudah 

meluangkan waktu dan memberikan saran 

dan mengetahuan dalam menyelesaikan 

skripsi maupun artikel dengan baik dan 

terima kasih juga kepada seluruh pihak 

yang turut membantu dan meluangkan 

waktu untuk penulis dalam melaksanakan 

penelitian ini sehingga penelitian ini 

dapat terlaksanakan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


